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UAS-SMA-03-01 
Teori individualisme mengatakan, fungsi negara 
hanyalah sebagai ... 
A. pemeliharaan ide-ide, nilai moral dan etika  
B. pelaksana perhimpunan yang dibentuk secara 

sukarela  
C. pelaksana secara penuh untuk menyejahterakan 

rakyat  
D. pemelihara ketertiban dan keamanan individu dan 

masyarakat  
E. pengawasan setiap kegiatan individu-individu 

dalam pemerintahan 
 

UAS-SMA-03-02 
Ernest Renan berpendapat bahwa bangsa terbentuk 
karena ...  
A. keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa 

lain  
B. sekelompok mannsia yang mempunyai persamaan 

karakter  
C. adanya keinginan untuk hidup bersama dengan 

perasaan setia kawan  
D. keinginan untuk mencapat kesatuan sosial, 

ekonomi, politik, dan agama  
E. adanya hasrat bersatu untuk kesatuan antara 

manusia dan tempat tinggal 
 

UAS-SMA-03-03 
Sifat memaksa merupakan salah satu karakteristik 
negara yang berarti negara ...  
A. mencapai tujuan masyarakat yang tertib dengan 

kekuasaan  
B. memiliki sifat-sifat yang keras dalam menguasai 

pemerintahan  
C. memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama 

dari masyarakat  
D. mengatur masyarakat dengan kekuasaan untuk 

menetapkan tujuan bersama  
E. mempunyai kekuasaan untuk menggunakan 

kekuatan fisik secara sah (legal) 
 

UAS-SMA-03-04 
Perbedaan ilmu negara dengan ilmu tata negara dapat 
dilihat dari ...  
A. ruang lingkupnya 
B. sifat dalil ilmunya 
C. objek penyelidikannya 
D. bagian-bagian ilmunya 
E. penerapan dalil-dalilnya 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-03-05 
Teori tujuan negara yang dianut Prof. Mr. R. 
Kranenburg mengatakan bahwa ...  
A. negara hukum bukan hanya untuk penguasa, tetapi 

untuk kesejahteraan seluruh rakyat  
B. negara membentuk hukum supaya hak dan 

kemerdekaan warga negara terpelihara  
C. adanya hukum dirumuskan sebagai penjelasan 

kehendak umum 
D. hukum adalah pelindung hak serta kebersamaan 

warga negara  
E. peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban 

hukum 
 

UAS-SMA-03-06 
Teori kedaulatan rakyat mengemukakan bahwa rakyat 
adalah ...  
A. pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan 

sebagian hak kepada pemerintah  
B. rela menyerahkan hak-hak asai dan kekuasaannya 

kepada pemerintah  
C. berkewajiban ikut serta mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat 
D. memperoleh kekuasaan melalui hukum dari 

pemerintah  
E. tunduk kepada pemerintah dan hukum 
 

UAS-SMA-03-07 
Pengertian negara protektorat adalah ... 
A. daerah yang semula jajahan dari negara yang kalah 

dalam Perang Dunia I  
B. gabungan dua negara atau lebih dikepalai seorang 

kepala negara 
C. daerah setelah Perang Dunia II belum mampu 

merdeka  
D. negara yang langsung mengikat warga negaranya  
E. negara yang berada dalam lindungan negara lain 
 

UAS-SMA-03-08 
Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara 
serikat terletak pada ...  
A. jabatan kepala negara 
B. sistem pemerintahannya 
C. jumlah UUD yang dimiliki 
D. hak untuk mengatur daerahnya (ke dalam) 
E. kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat 
 



UAS-SMA-03-09 
Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi 
mempunyai pengertian ...  
A. pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang 

tidak tak terbatas  
B. pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau 

kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat 
yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di 
daerahnya  

C. kepala daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk 
mengatur rumah tangganya sendiri  

D. suatu negara merupakan gabungan daripada 
beberapa negara  

E. pemerintah daerah bebas menjalankan 
pemerintahan di daerah 

 
UAS-SMA-03-10 

Tujuan negara sangat penting bagi suatu negara. Untuk 
mengarahkan segala kegiatan dan menjadi pedoman 
dalam ... 
A. mengatur dan mengendalikan negara  
B. menentukan bentuk negara dan pemerintahan  
C. mengarahkan partisipasi rakyat dalam negara  
D. penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan 

negara  
E. pengarahan dan pengaturan aparat pemerintah 
 

UAS-SMA-03-11 
Norma agama, adat, kesopanan dan kesusilaan 
mempunyai perbedaan dengan norma hukum secara 
fundamental dalam hal ... 
A. perintah dan larangannya 
B. ancaman dan sanksinya 
C. alat pemaksanya 
D. tujuan dan tanggung jawabnya 
E. sumber dan fungsinya 
 

UAS-SMA-03-12 
Perbedaan mendasar antara warga negara dengan 
bukan warga negara terletak pada ... 
A. kewajiban asasinya 
B. hak dan kepentingannya 
C. hak dan kewajibannya 
D. ketentuan konstitusionalnya 
E. hak-hak sosialnya 
 

UAS-SMA-03-13 
Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah 
... 
A. wilayah lautan suatu negara 
B. lautan bebas yang ada pemiliknya 
C. tempat tinggal suatu masyarakat 
D. lautan milik bersama masyarakat dunia 
E. tempat bekerja perwakilan suatu negara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-03-14 
Dalam praktik ketatanegaraan di negara kita, ajaran 
Trias Politica tidak dapat dilaksanakan secara murni 
seperti yang dimaksud oleh Montesquieu. Hal ini 
disebabkan ... 
A. badan yudikatif dapat mengubah undang-undang  
B. badan eksekutif ikut terlibat di dalam pembuatan 

undang-undang dengan badan legislatif  
C. badan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang 

ikut melaksanakan kekuasaan peradilan  
D. badan legislatif berhak ikut menentukan 

pembuatan undang-undang  
E. badan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan 

peradilan ikut melaksanakan kekuasaan eksekutif 
 

UAS-SMA-03-15 
The Rule of Law bersumber pada teori ... 
A. kedaulatan raja 
B. kedaulatan negara 
C. kedaulatan rakyat 
D. kedaulatan hukum 
E. kedaulatan Tuhan 
 

UAS-SMA-03-16 
Dalam ketatanegaraan negara RI adanya pelimpahan 
wewenang oleh MPR kepada presiden mencakup 
kekuasaan ... 
A. legislatif dan eksekutif 
B. legislatif,.eksekutifdan yudikalif 
C. yudikatif dan federatif 
D. eksekutif dan federatif 
E. legislatif dan federatif 
 

UAS-SMA-03-17 
Kebaikan sistem parlementer adalah ... 
A. kepala negara tidak dapat diganggu gugat 
B. program pemerintah tidak terlantar 
C. pengaruh rakyat terhadap politik negara sangat 

besar 
D. keadaan politik negara sangat stabil 
E. adanya pertanggungjawaban dari parlemen ke 

kabinet 
 

UAS-SMA-03-18 
Salah satu hak asasi manusia dalam bidang politik 
adalah ... 
A. mempunyai hak yang sama dalam hukum dan 

berhak atas perlindungan hukum 
B. hak mendapatkan perlindungan yang sama dalam 

kehidupan di masyarakat 
C. hak dan kebebasan memiliki sesuatu yang 

diinginkan  
D. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum  
E. jaminan atas hak dan kewajiban warga negara 
 



UAS-SMA-03-19 
Latar belakang digantinya UUD 1945 oleh KRIS 
adalah ... 
A. bentuk negara kesatuan dianggap tidak cocok lagi  
B. Politik devide et impera yang dijalankan oleh 

Belanda  
C. negara federal merupakan cita-cita murni bangsa 

Indonesia  
D. Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk 

Uni riil  
E. negara federal merupakan satu implementasi 

seluruh wilayah Indonesia 
 

UAS-SMA-03-20 
Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah ... 
A. rakyat memegang peranan penting dalam proses 

pemerintahan negara  
B. pengakuan dan perlindungan hak asasi warga 

negara oleh pemerintah  
C. musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan 

suatu masalah  
D. kepentingan orang banyak merupakan tolok ukur 

suatu keputusan  
E. kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain 
 

UAS-SMA-03-21 
Berdasarkan aspirasi rakyat, demokrasi dibedakan atas 
... 
A. tidak langsung dan perwakilan  
B. langsung dan tidak langsung  
C. konstitusional dan rakyat  
D. modern dan gabungan  
E. material dan formal 
 

UAS-SMA-03-22 
Sistem pemerintahan 
No. Presidensial Parlementer 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

mcmakai trias politika 
pemerintahan stabil 
mosi tidak percaya DPR 
presiden mempunyai hak 
Prerogatif 
menteri bertanggung jawab 
kepada presiden 

memakai trias politika 
pemerintahan cenderung labil 
mosi tidak percaya parlemen 
kepala negara sebagai 
lambang 
menteri bertanggung jawab 
kepada presiden 

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan sistem 
pemerintahan presidensial dengan parlementer 
ditunjukkan pada nomor ... 
A. 1, 2, dan 4 
B. 1, 3, dan 5 
C. 1, 4, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-03-23 
Kelemahan pemilu dengan sistem proporsional, antara 
lain ... 
A. suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang  
B. suara dari setiap golongan tidak semua terwakili  
C. calon yang diikut-sertakan dalam pemilu tidak 

kenal oleh pemilih  
D. wakil rakyat yang menang lebih memperhatikan 

kepentingan golongannya  
E. calon dan golongan minoritas kurang terwakili dan 

tidak dikenal oleh pemilih 
 

UAS-SMA-03-24 
Perhatikan unsur-unsur negara hukum berikut! 
1. supremacy of the law 
2. pembagian kekuasaan 
3. human rights 
4. peradilan yang bebas 
5. equality before the law 
Dari urutan di atas, yang termasuk unsur-unsur negara 
hukum menurut Prof. A.V. Dicey adalah nomor … 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 4  
C. 1, 3, dan 5 
D. 2, 3, dan 4 
E. 3, 4, dan 5 
 

UAS-SMA-03-25 
Perhatikan prinsip-prinsip negara hukum berikut! 
1. Jaminan perlindungan konstitusional 
2. Peradilan yang bebas tidak memihak 
3. Pemilihan umum yang bebas 
4. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
5. Hukum terwujud dalam segala bentuk 
Dari urutan di atas, prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
UUD 1945 adalah nomor ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
 

UAS-SMA-03-26 
Alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres 
No. 50 tahun 1993 membentuk lembaga independen 
KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia) adalah ... 
1. Jaminan perlindungan konstitusional  
2. Peradilan yang bebas tidak memihak 
3. Pemilihan umum yang bebas 
4. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
5. Hukum terwujud dalam segala bentuk 
Dari urutan di atas, prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
UUD 1945 adalah nomor ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
 



UAS-SMA-03-27 
Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik 
adalah ... 
A. mengatasi berbagai konflik  
B. penyalur aspirasi dan pendapat rakyat  
C. memberi penanaman nilai, norma dan sikap  
D. mengawasi segala tindakan/kebijakan pemerintah  
E. mencari dan mengajak orang berbakat aktif dalam 

kegiatan politik 
 

UAS-SMA-03-28 
Arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagi 
bangsa Indonesia, antara lain ...  
A. syarat untuk membuka diplomasi  
B. terbentuknya negara Republik Indonesia  
C. terpenuhinya syarat Indonesia merdeka  
D. terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia  
E. adanya pengakuan negara Republik Indonesia dari 

luar 
 

UAS-SMA-03-29 
Hasil keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 
1945, antara lain menetapkan ... 
A. susunan kabinet 
B. undang-undang 
C. luas wilayah 
D. UUD 1945 
E. APBN 
 

UAS-SMA-03-30 
Makna alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang 
ada kaitannya dengan sistem pemerintahan Republik 
Indonesia ialah ...  
A. tujuan negara  
B. paham negara persatuan  
C. politik luar negeri bebas aktif  
D. negara yang berkedaulatan rakyat  
E. negara hendak mewujudkan keadilan sosial 
 

UAS-SMA-03-31 
Hubungan kerja antara presiden dengan DPR menurut 
UUD 1945 pasal 5 ayat (1), yaitu ...  
A. menetapkan dan mengesahkan APBN  
B. menyatakan perang dan perjanjian  
C. mengangkat duta dan konsul  
D. mengangkat menteri-menteri  
E. membuat undang-undang 
 

UAS-SMA-03-32 
Tugas pokok Badan Perencana Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), antara lain ...  
A. menyusun APBN bersama-sama Departemen 

Keuangan 
B. menyusun rencana pembangunan jangka pendek  
C. mengawasi pelaksanaan keuangan negara  
D. mengesahkan perkreditan dalam negeri  
E. mengesahkan APBN bersama-sama DPR 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-03-33 
Perhatikan beberapa kasus pelanggaran hukum berikut! 
1. Penipuan terhadap calon pegawai 
2. Mendirikan bangunan tanpa izin 
3. Transaksi obat terlarang 
4. Tidak membayar kontrakan 
5. Mencuri barang 
Dari kasus di atas, yang termasuk contoh pelanggaran 
hukum pidana di masyarakat adalah nomor ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
 

UAS-SMA-03-34 
Kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) dalam tata 
urutan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS 
No. XX/MPRS/1966 ada di bawah ...  
A. ketetapan MPR di atas UUD  
B. UUD 1945 di atas ketetapan MPR  
C. undang-undang di atas keputusan presiden  
D. Keputusan Presiden di atas keputusan menteri  
E. Keputusan Menteri di atas instruksi menteri 
 

UAS-SMA-03-35 
Pembentukan undang-undang menurut Konstitusi RIS 
1949 dilaksanakan oleh ...  
A. Senat, DPR, dan MA  
B. DPR, MA,dan BPK  
C. DPR, Menteri, dan Senat  
D. Presiden, Menteri, dan Senat  
E. Pemerintah, DPR, dan Senat 
 

UAS-SMA-03-36 
Demokrasi 
No. Pancasila Liberal 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Menganut asas kekeluargaan 
Keseimbangan hak dan kewajiban 
Presiden dipilih melalui pemilu 
Tidak mengenal oposisi 
Kekuasaan iari rakyat 

Menganut asas individualistic 
Lebih menonjolkan hak-hak 
Presiden dipilih melalui pemilu  
Terdapat oposisi 
Kekuasaan dari parlemen 

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara demokrasi 
Pancasila dengan demokrasi Liberal ditunjukkan pada 
nomor ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 2, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
 

UAS-SMA-03-37 
Kewajiban partai politik di Indonesia antara lain ... 
A. memperjuangkan kepentingan golongan  
B. menyampaikan program pembangunan  
C. menyiapkan kader pemimpin bangsa  
D. menyelesaikan konflik antara parpol  
E. memelihara persatuan dan kesatuan 
 



UAS-SMA-03-38 
Fungsi organisasi kemasyarakatan di Indonesia antara 
lain ...  
A. peran serta dalam usaha menyukseskan 

pembangunan 
B. sarana pengatur konflik antara organisasi  
C. pembinaan terhadap pelaku politik  
D. penyalur kegiatan seni dan budaya  
E. untuk menyelesaikan pertentangan politik 
 

UAS-SMA-03-39 
Landasan idiil pelaksanaan pemilihan umum di 
Indonesia adalah ... 
A. Pancasila 
B. UUD 1945 
C. Ketetapan MPR 
D. undang-undang 
E. Peraturan Pemerintah 
 

UAS-SMA-03-4 
Contoh asas umum dalam pemilihan umum di 
Indonesia adalah ...  
A. setiap warga negara Indonesia yang sudah 

memenuhi persyaratan berhak mengikuti 
pemilihan umum tanpa terkecuali  

B. rakyat pemilih berhak untuk secara langsung 
memberikan suaranya menurut hati nuraninya 
tanpa perantara  

C. dalam pelaksanaan pemilihan umum pemilih bebas 
menentukan pilihannya dengan intervensi luar  

D. para pemilih dalam menyalurkan hak suaranya 
tidak akan dapat diketahui oleh orang lain  

E. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih 
hanya warga negara Indonesia asli 

 
UAS-SMA-03-41 

Perhatikan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum di 
Indonesia! 
1. pendaftaran pemilih 
2. pengajuan nama calon/pencalonan 
3. penetapan jumlah yang dipilih 
4. kampanye pemilihan umum 
5. pemungutan suara 
Urutan yang benar dalam tahapan-tahapan pemilihan 
umum tersebut di atas, adalah nomor ... 
A. 1, 2, 3, 4, dan 5 
B. 1, 2, 3, 5, dan 4 
C. 1, 3, 2, 4, dan 5 
D. 1, 3, 4, dan 5 
E. 2, 3, 4, dan 5 
 

UAS-SMA-03-42 
Asas ius sanguinis merupakan asas yang diterapkan 
suatu negara untuk menetapkan kewarganegaraan 
seseorang yang didasarkan atas ...  
A. identitas orangtuanya  
B. asal usul keturunannya  
C. ras atau warna kulitnya 
D. tempat kelahirannya  
E. agama dan etnisnya 
 
 
 

UAS-SMA-03-43 
Batasan penduduk Indonesia adalah mereka yang … 
A. memenuhi syarat-syarat tertentu dan berdomisili 

dalam wilayah negara Indonesia  
B. dilahirkan di wilayah Indonesia dan merupakan 

keturunan warga negara Indonesia  
C. berada di wilayah Indonesia untuk sementara dan 

bertempat tinggal di Indonesia  
D. bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia dan 

tunduk kepada kekuasaan pemerintah  
E. memenuhi syarat-syarat tertentu untuk tinggal di 

wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak 
terbatas 

 
UAS-SMA-03-44 

Contoh memperoleh kewarganegaraan Indonesia 
menurut undang-undang No. 62 tahun 1958 bagi orang 
asing adalah mengajukan permohonan kepada menteri 
... 
A. kehakiman 
B. luar negeri  
C. penerangan 
D. transmigrasi 
E. dalam negeri 
 

UAS-SMA-03-45 
Erwin masuk dalam dinas militer asing tanpa izin 
menteri kehakiman, akibat perbuatannya itu maka 
status kewarganegaraannya akan mengalami ...  
A. kewarganegaraan tetap  
B. hilangnya kewarganegaraan  
C. menjadi warga negara asing  
D. kewarganegaraan tidak tetap  
E. mempunyai kewarganegaraan rangkap 
 

UAS-SMA-03-46 
Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang 
dibuat antara ...  
A. dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi, 

politik, dan hukum  
B. beberapa negara dalam praktik pergaulan 

internasional untuk dijalankan bersama  
C. negara dalam satu kawasan yang dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban  
D. dua negara atau lebih yang dapat melahirkan hak 

dan kewajiban bagi pihak-pihak yang 
mengadakannya 

E. banyak negara untuk menjalankan segala sesuatu 
dalam menjaga saling pengertian antara negara 
tersebut 

 
UAS-SMA-03-47 

Tahap-tahapan dalam melakukan perjahjian 
internasional adalah ...  
A. ratification, negotiation, dan signature  
B. signature, negotiation, dan ratification  
C. negotiation, signature, dan ratification  
D. ratification, signature, dan negotiation  
E. negotiation, ratification, dan signature  
 



UAS-SMA-03-48 
Tujuan perdamaian dunia yang tercantum dalam pasal 
1 piagam PBB, antara lain ... 
A. menyelesaikan perselisihan internasional dengan 

jalan damai 
B. mempererat persaudaraan dan saling kerja sama 

antara anggota PBB 
C. mempererat persahabatan antara negara anggota 

PBB atas dasar persamaan hak 
D. mempercepat proses perdamaian bagi negara-

negara yang terlibat konflik politik  
E. memberikan hak kepada seluruh negara dalam 

membangun negaranya tanpa intervensi 
 

UAS-SMA-03-49 
Latar belakang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), antara lain ...  
A. adanya ekspansi militer yang semakin meluas dan 

melibatkan banyak negara besar 
B. munculnya konflik-konflik politik yang berskala 

bilateral, regional dan multilateral  
C. gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan 

perdamaian dan keamanan dunia  
D. tidak adanya lembaga internasional yang 

berwibawa dalam meredakan konflik dunia 
E. gagalnya pertemuan Presiden W. Wilson dengan 

Mussolini untuk perdamaian dunia 
 

UAS-SMA-03-50 
Faktor pendorong berdirinya organisasi Asia Pasiflc 
Economic Cooperation (APEC), antara lain ...  
A. munculnya negara-negara dengan pertumbuhan 

ekonomi cukup tinggi di Asia Pasifik  
B. adanya proteksionisme yang berlebihan dalam 

melakukan perdagangan internasional  
C. perkembangan pembentukan pasar tunggal Eropa 

dan pasar bebas Amerika Utara  
D. berkembangnya ketidakpastian politik, ekonomi 

dunia yang semakin mengglobal  
E. terjadinya krisis ekonomi dan moneter di kawasan 

Asia Pasifik 
 

UAS-SMA-03-51 
PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 
sebagai UUD Republik Indonesia, ketetapan dan 
keputusan PPKI itu merupakan pengakuan secara ... 
A. de facto 
B. dejure 
C. de facto dan de jure 
D. yuridis fungsional 
E. yuridis operasional 
 

UAS-SMA-03-52 
Menurut naskah UUD 1945 terbaru pasal 2 MPR, 
terdiri dari ... 
A. DPR dan TNI 
B. DPR dan Dewan Perwakilan Daerah  
C. DPR dan Utusan Golongan  
D. DPR, TNI, dan Utusan Golongan  
E. DPR, TNI, Utusan Golongan dan Daerah 
 
 
 

UAS-SMA-03-53 
Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 7 
Juni 1999 menggunakan sistem ... 
A. proporsional berdasarkan stelsel daftar 
B. proporsional berdasarkan stelsel pasif 
C. distrik berdasarkan stelsel daftar 
D. distrik berdasarkan stelsel pasif 
E. proporsional dan distrik berdasarkan stelsel daftar 
 

UAS-SMA-03-54 
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan 
partai politik peserta pemilu mendapat pengakuan yang 
sama, seperti bebas dari kecurangan pihak mana pun. 
Hal tersebut merupakan pengertian ... 
A. asas umum 
B. asas bebas dan rahasia 
C. asas langsung 
D. asas adil  
E. asas jujur 
 

UAS-SMA-03-55 
Munculnya partai politik pada masa penjajahan 
Belanda dipelopori oleh ... 
A. Partindo 
B. Parindra 
C. BudiUtomo 
D. Serikat Dagang Indonesia 
E. Indische Party 
 

UAS-SMA-03-56 
Pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia kita 
menggunakan sistem ... 
A. dua partai 
B. banyak partai 
C. satu partai 
D. tiga partai 
E. dua partai dan banyak partai 
 

UAS-SMA-03-57 
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan sumber 
tertib hukum karena ... 
A. merupakan titik puncak perjuangan bangsa 

Indonesia 
B. penjebolan tertib hukum kolonial menjadi tertib 

hukum nasional 
C. berlaku kembali UUD 1945 
D. dikeluarkan atas dasar hukum pasif 
E. untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan 
 

UAS-SMA-03-58 
Perubahan yang prinsip pelaksanaan demokrasi masa 
reformasi dengan sebelumnya adalah ... 
A. mengedepankan kebhinnekaan  asas dan golongan  
B. mengedepankan perbedaan dengan sistem multi 

partai 
C. perubahan sistem pemilu dan pelaksanaannya  
D. kebebasan mendirikan parpol dan ormas  
E. menegakkan kedaulatan rakyat dengan 

memberdayakan pengawasan 
 



UAS-SMA-03-59 
Menurut pasal 23 UUD 1945, APBN disusun dalam 
bentuk ... 
A. undang-undang 
B. Tap MPR 
C. Peraturan Pemerintah 
D. Keputusan Presiden 
E. Keputusan Menteri Keuangan 
 

UAS-SMA-03-60 
Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman 
terhadap bangsa dan negara. Hal ini merupakan 
perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan 
... 
A. politik 
B. pertahanan dan keamanan 
C. ideologi 
D. sosial ekonomi 
E. sosial budaya 
 

UAS-SMA-03-61 
Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk 
mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, 
sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 
berfungsi sebagai ... 
A. pengadilan istinewa 
B. peradilan KKN 
C. peradilan perkara berat dan lebih berat 
D. peradilan banding dan kasasi 
E. peradilan khusus 
 

UAS-SMA-03-62 
Teori keadilan yang menekankan pada terciptanya 
keseimbangan atau keselarasan warga negaranya 
adalah ... 
A. keadilan distributif  
B. keadilan komulatif  
C. keadilan moral  
D. keadilan kodrat alam  
E. keadilan konvensional 
 

UAS-SMA-03-63 
Perbedaan penyimpangan terhadap pelaksanaan 
UUD1945 antara Orde Lama dengan Orde Baru, yaitu 
Orde Lama ...  
A. politik mercusuar, sedangkan Orde Baru asas 

tunggal politik  
B. ideologi dan politik, sedangkan Orde Baru pada 

politik dan ekonomi 
C. ideologi, sedangkan Orde Baru ekonomi  
D. Pancasila, sedangkan Orde Baru mental  
E. politik, sedangkan Orde Baru bidang ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-03-64 
Perbedaan antara demokrasi dengan sistem referendum 
obligator dan referendum fakultatif adalah … 
A. tata cara pelaksanaan pemungutan suara dalam 

pemilihan umum  
B. susunan dan komposisi pembentukan kabinet 

dalam pemerintahan  
C. proses persetujuan rakyat terhadap pembentukan 

undang-undang  
D. jumlah partai politik yang mendukung jalannya 

pemerintahan  
E. kewajiban pemerintah untuk melaksanakan setiap 

keputusan parlemen 
 

UAS-SMA-03-65 
Perhatikan beberapa sumber hukum internasional 
berikut. 
1. Yurisprudensi internasional 
2. Perjanjian internasional 
3. Organisasi internasional 
4. Kebiasaan internasional 
5. Konsensus internasional 
6. Doktrin internasional 
Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk sumber 
hukum internasional adalah nomor ... 
A. 1, 2, 3, dan 4 
B. 1, 2, 4, dan 5 
C. 1, 2, 5, dan 6 
D. 2, 4, 1, dan 6 
E. 2, 4, 5, dan 6 
 

UAS-SMA-03-66 
Undang-undang Organik dan pasal 26 ayat 1 UUD 
1945 adalah ... 
A. Undang-undang No. 26 tahun 1968 
B. Undang-undang No. 5 tahun 1976 
C. Undang-undang No. 3 tahun 1947 
D. Undang-undang No. 2 tahun 1948 
E. Undang-undang No. 62 tahun 1958 
 

UAS-SMA-03-67 
Kepala Daerah sebagai salah satu unsur pemerintah 
daerah mempunyai fungsi, yaitu ...  
A. bertindak sebagai kepala daerah otonom  
B. membentuk peradilan di daerah  
C. mengangkat anggota Dewan Perwakilan Daerah  
D. memberikan pertimbangan DPRD  
E. memberi kan anggota DPR 
 

UAS-SMA-03-68 
Berdasarkan naskah UUD 1945 terbaru pasal 6 calon 
presiden dengan wakil presiden harus seorang warga 
negara Indonesia sejak ... 
A. kelahirannya 
B. usia anak-anak 
C. usia remaja 
D. usia dewasa 
E. usia tua 
 



UAS-SMA-03-69 
Berdasarkan naskah UUD 1945 terbaru pasal 6A 
pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan ...  
A. melalui MPR secara langsung  
B. melalui MPR dengan keputusan fraksi  
C. secara langsung oleh rakyat  
D. melalui Dewan Perwakilan Rakyat  
E. melalui DPD-DPR dan MPR 
 

UAS-SMA-03-70 
Salah satu segi yang sementara harus diperhatikan 
untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang 
bebas aktif diabadikan untuk ...  
A. kebebasan bangsa  
B. perdamaian bangsa  
C. kepentingan internasional 
D. kepentingan regional  
E. kepentingan nasional  
 
 


